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Abstrack 
Employee cooperatives play a strategic role as an economic buffer for teachers and school staff, particularly in 

providing access to safe, transparent, and equitable financial services. This study aims to evaluate the salary and 

share deduction system in managing member loans at the “Maju Terus” Employee Cooperative of SMKS Yohanes 

XXIII Maumere. The evaluation focuses on salary deduction procedures for active members, share deduction 

mechanisms for inactive members, handling of arrears, system effectiveness, obstacles encountered, causes of 

obstacles, and improvement efforts that have been made. The research method used is a descriptive qualitative 

approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The study 

results show that the salary and share deduction system has been implemented in a structured and effective manner, 

successfully maintaining the non-performing loan rate below 2% for the past three years, as well as supporting cash 

flow stability and increasing cooperative revenue. However, the implementation of this system still faces obstacles 

such as late payment of salary deductions by the school treasurer, insufficient shares of inactive members to cover 

arrears, a manual recording system, and minimal outreach to new members. Improvement efforts that have been made 

include monthly coordination meetings, intensive outreach, transparency through membership books, quarterly 

reporting, and the implementation of moral sanctions. These findings confirm that the salary and share deduction 

system is not only a loan security tool, but also a concrete manifestation of cooperative values: kinship, collective 

responsibility, and economic justice. 
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Abstrak 
Koperasi karyawan memiliki peran strategis sebagai penyangga ekonomi bagi guru dan staf sekolah, terutama 

dalam menyediakan akses layanan keuangan yang aman, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi sistem pemotongan gaji dan saham dalam pengelolaan pinjaman anggota di Koperasi 

Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere. Fokus evaluasi mencakup prosedur pemotongan gaji 

bagi anggota aktif, mekanisme pemotongan saham untuk anggota non-aktif, penanganan tunggakan, efektivitas 

sistem, kendala yang dihadapi, penyebab kendala, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan. Metode penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemotongan gaji dan saham telah 

diterapkan secara terstruktur dan efektif, mampu menjaga tingkat kredit macet di bawah 2% selama tiga tahun 

terakhir, serta mendukung stabilitas arus kas dan peningkatan pendapatan koperasi. Namun, penerapan sistem ini 

masih menghadapi kendala seperti keterlambatan penyetoran potongan gaji oleh bendahara sekolah, 

ketidakcukupan saham anggota non-aktif untuk menutup tunggakan, sistem pencatatan manual, dan minimnya 

sosialisasi kepada anggota baru. Upaya perbaikan yang telah dilakukan meliputi rapat koordinasi bulanan, 

sosialisasi intensif, transparansi melalui buku anggota, pelaporan kuartalan, dan penerapan sanksi moral. Temuan 
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ini menegaskan bahwa sistem pemotongan gaji dan saham bukan hanya alat pengaman pinjaman, tetapi juga 

perwujudan nyata nilai-nilai koperasi: kekeluargaan, tanggung jawab kolektif, dan keadilan ekonomi. 

 

Kata Kunci: Sistem Pemotongan Gaji, Pemotongan Saham, Pengelolaan Pinjaman, Koperasi Karyawan, Kredit 

Macet 

 

 

Pendahuluan 

 

Koperasi karyawan memiliki peran strategis sebagai penyangga ekonomi bagi guru dan 

staf sekolah, terutama dalam menyediakan akses layanan keuangan yang aman, transparan, dan 

berkeadilan. Di tengah maraknya pinjaman daring berbunga tinggi, koperasi karyawan menjadi 

alternatif solusi finansial yang lebih manusiawi dan sesuai prinsip kekeluargaan (Fitriana & 

Novitasari, 2019). Kehadirannya tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, tetapi juga 

memperkuat solidaritas sosial di lingkungan institusi pendidikan. Sebagai badan usaha yang 

beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, koperasi berlandaskan prinsip 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 1). 

Salah satu mekanisme utama yang digunakan koperasi karyawan dalam mengelola risiko 

pinjaman adalah sistem pemotongan gaji dan saham. Pemotongan gaji diterapkan bagi anggota 

aktif, sedangkan pemotongan saham—dalam bentuk simpanan pokok, wajib, dan sukarela—

digunakan sebagai jaminan bagi anggota non-aktif (Lafera & Trivani, 2024). Mekanisme ini 

bertujuan memastikan kelancaran pembayaran angsuran, meminimalkan tunggakan, serta 

melindungi stabilitas keuangan koperasi. Menurut Siagian (2002) dalam Harnovinsah dkk. (2024), 

sistem pemotongan gaji berfungsi sebagai disiplin finansial otomatis yang membantu anggota 

memenuhi kewajiban tanpa perlu penagihan manual. 

Konteks unik hadir di Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere, 

yang melayani komunitas homogen—seluruh anggotanya adalah guru dan karyawan sekolah 

tersebut. Karakteristik ini memungkinkan penerapan sistem pemotongan yang lebih terintegrasi, 

karena koordinasi antara pengurus koperasi dan bendahara sekolah relatif mudah dilakukan. Selain 

itu, hubungan sosial yang erat di lingkungan sekolah memperkuat kontrol sosial informal, sehingga 
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anggota cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pinjamannya (Dahmiri, 2022). Hal 

ini mencerminkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kepercayaan 

dan tanggung jawab kolektif. 

Tabel 1. 1 Laporan Pelayanan Pinjaman Dan Pendapatan Koperasi Karyawan “Maju Terus” 

SMKS Yohanes XXIII Maumere 
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Sumber Data : Data Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere 

Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam volume pinjaman selama periode 

2022–2024. Pada tahun 2022, total pinjaman mencapai Rp331.000.000 dari 18 anggota; turun 

sedikit menjadi Rp247.000.000 pada 2023 dengan 20 anggota; namun melonjak pada tahun 2024 

menjadi Rp427.000.000 dari 36 anggota. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan anggota 

terhadap koperasi, sekaligus menuntut evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan pinjaman 

agar pertumbuhan tersebut tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan mendasar yang perlu 

dijawab. Pertama, bagaimana prosedur pemotongan gaji bagi anggota aktif dan pemotongan saham 

untuk anggota non-aktif diterapkan secara operasional? Kedua, bagaimana koperasi menangani 

pinjaman bermasalah atau tunggakan? Ketiga, seberapa efektif sistem ini dalam menekan tingkat 
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kredit macet? Keempat, apa saja kendala yang dihadapi, apa penyebab struktural maupun 

administratifnya, serta upaya perbaikan apa yang telah dilakukan oleh pengurus? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pemotongan gaji dan 

saham dalam pengelolaan pinjaman anggota di Koperasi Karyawan “Maju Terus”. Evaluasi 

mencakup analisis terhadap prosedur teknis, efektivitas dalam menjaga kualitas portofolio 

pinjaman, serta identifikasi kendala operasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

mengungkap akar masalah dari hambatan yang ada dan merumuskan respons koperasi dalam 

bentuk upaya perbaikan yang telah ditempuh (Sawaluddin, 2018).  

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur manajemen 

keuangan koperasi, khususnya dalam konteks mekanisme mitigasi risiko kredit di lembaga 

keuangan mikro berbasis keanggotaan. Temuan ini memperkaya diskusi akademik tentang trust-

based credit management, di mana relasi sosial dan komitmen moral menjadi fondasi utama dalam 

pengelolaan pinjaman (Putri et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman 

tentang penerapan prinsip stewardship dalam praktik koperasi, di mana pengurus bertindak 

sebagai penjaga kepentingan kolektif anggota (Hidayat, 2021).  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi Koperasi 

Karyawan “Maju Terus” dalam menyempurnakan sistem administrasi dan keuangannya. Bagi 

sekolah, temuan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama administratif, terutama 

dalam hal ketepatan waktu penyetoran potongan gaji. Lebih luas lagi, penelitian ini memberikan 

pelajaran berharga bagi pengembangan kebijakan pengelolaan pinjaman mikro di koperasi 

karyawan lainnya, terutama yang berada di lingkungan institusi pendidikan (Prabowo, 2021; 

Wulandari, 2023). Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga 

wahana penguatan nilai-nilai gotong royong dan kemandirian ekonomi rakyat. 

 

Tinjauan Teori  

Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, 
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dan menafsirkan informasi guna menilai nilai, manfaat, serta efektivitas suatu program atau 

kegiatan. Secara etimologis, istilah “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti 

penilaian atau penaksiran, dengan akar kata value yang berarti “nilai” (Ahmad, 2020; Khairulli, 

2013). Dalam konteks manajemen, evaluasi menjadi bagian integral dari siklus perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui sejauh mana 

suatu program telah mencapai tujuannya atau mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaannya 

(Sawaluddin, 2018).  

Lebih lanjut, evaluasi dipandang sebagai upaya untuk menghasilkan informasi yang akurat 

dan relevan bagi pengambilan keputusan. Mehrens dan Lehmann (1978) menjelaskan bahwa 

evaluasi adalah proses merancang, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan 

untuk memilih alternatif kebijakan atau tindakan (dalam Widiawati et al., 2023) Pendekatan ini 

menekankan fungsi evaluasi bukan hanya sebagai alat ukur hasil akhir, tetapi juga sebagai sarana 

refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Arikunto (dalam Sumarno & Rahayu, 2018) menambahkan 

bahwa evaluasi membantu memahami “bagaimana sesuatu bekerja”, sehingga temuannya dapat 

dijadikan dasar untuk menyempurnakan program di masa depan. 

Dalam praktiknya, evaluasi mencakup berbagai bentuk penilaian, seperti appraisal, rating, 

maupun assessment, yang semuanya bertujuan menganalisis dampak suatu kebijakan dalam satuan 

nilai tertentu (Hidayat, 2021). Evaluasi yang baik tidak hanya mengukur capaian kuantitatif, tetapi 

juga menilai kualitas proses, relevansi, efisiensi, dan keberlanjutan suatu program (Rayfha, 2024). 

Oleh karena itu, evaluasi menjadi fondasi rasional dalam manajemen modern—menyediakan 

umpan balik yang konstruktif untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program secara 

berkelanjutan (Wulan & Rusdiana, 2014).  

Pengertian dan Landasan Koperasi  

Koperasi secara etimologis berasal dari kata cooperation, yang terdiri atas co (bersama) 

dan operation (bekerja atau berusaha). Dengan demikian, koperasi dapat diartikan sebagai usaha 

bersama untuk mencapai kepentingan dan kemanfaatan bersama. Dalam Kamus Lengkap Bahasa 
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Indonesia, koperasi didefinisikan sebagai bentuk kerja sama. Lebih lanjut, Donatha & Sawitri 

(2025) menjelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang beranggotakan individu 

atau badan hukum, yang bekerja secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

jasmaniah para anggotanya. Definisi ini menekankan bahwa koperasi bukan hanya entitas bisnis, 

tetapi juga wadah solidaritas sosial-ekonomi. 

Menurut Fitriana & Novitasari (2019), koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang 

lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan biaya semurah-murahnya. Dalam struktur ini, 

keperluan bersama lebih diutamakan daripada keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa 

koperasi mengandung dua unsur utama: unsur ekonomi sebagai perusahaan, dan unsur sosial 

sebagai perkumpulan orang. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi berupaya memenuhi kebutuhan 

anggota secara efisien; sebagai komunitas, ia membangun nilai-nilai kebersamaan, saling percaya, 

dan tanggung jawab kolektif (Efendi et al., 2018).  

Landasan hukum utama koperasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang melandaskan 

kegiatannya pada prinsip koperasi dan bergerak sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas 

kekeluargaan. Sanga (2022) menambahkan bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom yang 

diorganisir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya melalui 

perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. 

Filosofi koperasi juga didasarkan pada semangat tolong-menolong dan pemberian jasa 

kepada sesama anggota. Muslim (2022) menyebut hal ini sebagai auto aktivitas golongan, yang 

mencakup nilai-nilai solidaritas, individualisme bertanggung jawab, swadaya, dan kejujuran. 

Semangat ini membedakan koperasi dari bentuk usaha konvensional yang berorientasi laba 

semata. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga 

membangun karakter dan ketahanan sosial anggotanya. 

Lebih lanjut, Lafera & Trivani (2024) menegaskan bahwa koperasi berfungsi sebagai 
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badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi 

anggotanya berdasarkan prinsip koperasi dan kaidah ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan 

taraf hidup anggota, khususnya, serta masyarakat di wilayah kerjanya secara umum. Dengan 

demikian, koperasi bukan hanya instrumen ekonomi mikro, tetapi juga agen transformasi sosial 

yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. 

Koperasi Karyawan: Fungsi, Tujuan, dan Jenis Usaha 

Koperasi karyawan adalah bentuk koperasi yang beranggotakan karyawan suatu 

perusahaan atau institusi, termasuk sekolah seperti SMKS Yohanes XXIII Maumere. 

Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, 

khususnya Pasal 101 ayat 1–4, yang mendorong pembentukan koperasi karyawan sebagai sarana 

peningkatan kesejahteraan. Di tengah maraknya pinjaman daring berbunga tinggi, koperasi 

karyawan menjadi alternatif aman dan terjangkau karena menawarkan bunga ringan dan 

mekanisme pembayaran yang terstruktur, seperti potongan gaji bulanan (Lafera & Trivani, 2024).  

Koperasi karyawan adalah bentuk koperasi yang beranggotakan karyawan suatu 

perusahaan atau institusi, termasuk sekolah seperti SMKS Yohanes XXIII Maumere. 

Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, 

khususnya Pasal 101 ayat 1–4, yang mendorong pembentukan koperasi karyawan sebagai sarana 

peningkatan kesejahteraan. Di tengah maraknya pinjaman daring berbunga tinggi, koperasi 

karyawan menjadi alternatif aman dan terjangkau karena menawarkan bunga ringan dan 

mekanisme pembayaran yang terstruktur, seperti potongan gaji bulanan (Lafera & Trivani, 2024).  

Fungsi koperasi karyawan mencakup empat aspek utama. Pertama, meningkatkan 

kesejahteraan sosial melalui penguatan potensi ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Kedua, 

berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup anggota. Ketiga, memperkuat perekonomian 

rakyat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Keempat, mengembangkan perekonomian 

nasional berbasis demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992, Pasal 4). Fungsi-

fungsi ini menunjukkan bahwa koperasi karyawan bukan hanya lembaga simpan pinjam, tetapi 
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juga pilar ekonomi kerakyatan (Lafera & Trivani, 2024). 

Berdasarkan jenis usahanya, koperasi karyawan umumnya menyelenggarakan tiga unit 

usaha: simpan pinjam, konsumsi, dan produktif. Unit simpan pinjam merupakan yang paling 

dominan, karena langsung menjawab kebutuhan likuiditas anggota. Melalui unit ini, anggota dapat 

meminjam dana dengan bunga rendah tanpa risiko jebakan utang seperti pada pinjaman daring. 

Selain itu, simpanan wajib dan sukarela yang dikumpulkan menjadi modal internal koperasi 

sekaligus berfungsi sebagai jaminan pinjaman (Fitriana & Novitasari, 2019).  

Jenis koperasi secara umum dibedakan berdasarkan kesamaan kegiatan usaha dan 

kepentingan ekonomi anggota, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 82. Empat 

jenis utama meliputi: (1) koperasi simpan pinjam, (2) koperasi konsumen, (3) koperasi jasa, dan 

(4) koperasi produsen. Koperasi karyawan “Maju Terus” termasuk dalam kategori koperasi simpan 

pinjam dengan cakupan usaha multi-unit. Struktur ini memungkinkan koperasi tidak hanya 

menjadi penyalur kredit, tetapi juga pusat pelayanan ekonomi holistik bagi anggota, sehingga 

memperkuat daya tahan finansial dan sosial komunitas sekolah (Muslim, 2022; Sanga, 2022).  

Sistem Pemotongan Gaji dan Saham dalam Pengelolaan Pinjaman Koperasi 

Pemotongan gaji merupakan mekanisme pengurangan sebagian penghasilan bulanan 

karyawan untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap koperasi, terutama dalam pembayaran 

angsuran pinjaman, simpanan wajib, atau kewajiban lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 90–92), potongan upah hanya diperbolehkan dengan 

persetujuan tertulis dari pekerja atau berdasarkan kesepakatan kerja. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 4 dan 5) menegaskan kewajiban anggota 

koperasi dalam memenuhi komitmen keuangannya, termasuk pelunasan pinjaman. Dalam 

praktiknya, pemotongan gaji di koperasi karyawan berfungsi sebagai metode pembayaran otomatis 

yang menjamin kepastian arus kas, mengurangi risiko tunggakan, serta menjaga stabilitas 

keuangan koperasi (Wulandari, 2023). Pendekatan ini juga berperan sebagai disiplin finansial 

otomatis, sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2002) dalam Harnovinsah dkk (2024), yang 
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membantu anggota memenuhi kewajiban secara konsisten tanpa perlu penagihan manual. 

Di sisi lain, pemotongan saham diterapkan sebagai mekanisme alternatif ketika anggota 

tidak lagi menerima gaji bulanan—misalnya karena pensiun, resign, atau mutasi—sehingga sistem 

pemotongan gaji tidak dapat dijalankan. Dalam konteks koperasi, “saham” merujuk pada 

simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dikumpulkan selama masa 

keanggotaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Pasal 41–43) menyatakan bahwa modal 

koperasi berasal dari berbagai jenis simpanan tersebut, yang secara implisit dapat difungsikan 

sebagai jaminan pinjaman. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

15 Tahun 2015, yang secara eksplisit mengizinkan penggunaan simpanan anggota sebagai agunan 

pinjaman, asalkan diatur dalam AD/ART atau peraturan internal koperasi. Menurut Hendar dan 

Kusnadi (dalam Jayanti, 2023), simpanan wajib bahkan dapat dianggap sebagai “saham” anggota 

karena mencerminkan partisipasi modal dalam koperasi. 

Pemotongan saham dilakukan secara bertahap dan hanya setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari Ketua dan Penasehat Koperasi, sebagaimana diatur dalam Program Kerja Pengurus 

Koperasi Karyawan “Maju Terus”. Mekanisme ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga 

memiliki dasar hukum dan teoretis yang kuat. Rudianto (dalam Ayuningtias, 2018) menegaskan 

bahwa modal anggota dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman jika disepakati dalam peraturan 

koperasi, termasuk kemungkinan dilakukan pemotongan saat terjadi tunggakan. Dengan demikian, 

sistem pemotongan gaji dan saham bekerja secara sinergis: yang pertama menjamin kelancaran 

pembayaran bagi anggota aktif, sedangkan yang kedua berfungsi sebagai jaring pengaman 

finansial bagi anggota non-aktif, sehingga secara kolektif mampu menjaga kesehatan portofolio 

pinjaman dan mencegah kredit macet. 

Pengelolaan Pinjaman Anggota 

Pengelolaan pinjaman anggota merupakan rangkaian kegiatan sistematis dalam koperasi 

yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, serta 

penilaian terhadap pemberian pinjaman kepada anggota. Tujuan utamanya adalah membantu 
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memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Proses ini dimulai 

dari identifikasi kebutuhan anggota, dilanjutkan dengan penilaian kemampuan membayar, 

administrasi pinjaman, hingga pengawasan atas penggunaan dana pinjaman. Dengan demikian, 

pengelolaan pinjaman tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga strategis dalam menjaga 

kesehatan finansial koperasi (Dappi, 2018).  

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (dalam Dappi, 2018), pengelolaan pinjaman 

merupakan kegiatan manajerial koperasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

anggota melalui prinsip kehati-hatian dan asas manfaat. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

analisis risiko sebelum penyaluran dana, serta pengawasan ketat selama masa pinjaman 

berlangsung. Fungsi utama unit simpan pinjam dalam koperasi adalah memastikan dana bergulir 

secara efektif melalui evaluasi risiko, administrasi yang rapi, dan penarikan kembali pinjaman 

sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. 

Secara yuridis, meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

tidak secara eksplisit menggunakan istilah “pengelolaan pinjaman”, pasal-pasal di dalamnya 

memberikan dasar hukum yang kuat. Pasal 44 menyatakan bahwa koperasi berfungsi menghimpun 

dan menyalurkan dana kepada anggota, sedangkan Pasal 45 menegaskan bahwa usaha simpan 

pinjam harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan hanya untuk kepentingan anggota. 

Ketentuan ini menjadi landasan operasional bagi koperasi dalam merancang dan menerapkan 

sistem pengelolaan pinjaman yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Tujuan pengelolaan pinjaman sendiri bersifat multidimensi. Menurut Hendar dan Kusnadi 

(2015), tujuan utamanya adalah menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu, mengamankan 

modal koperasi, serta melayani kebutuhan finansial anggota. Sementara itu, Kasmir (2014) 

menambahkan bahwa pengelolaan pinjaman bertujuan mengurangi risiko kredit macet, menilai 

kemampuan bayar anggota, dan menjaga kesehatan lembaga pemberi pinjaman. Perspektif 

Soekarno (2012) menekankan pentingnya seleksi penerima pinjaman yang layak, jaminan 

pengembalian sesuai perjanjian, serta pengendalian risiko keuangan secara proaktif. 
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Regulasi formal juga memperkuat tujuan tersebut. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam mewajibkan koperasi untuk menilai 

kelayakan pinjaman (Pasal 19–23) guna mencegah kredit macet dan memastikan kemampuan 

bayar anggota. Selain itu, Pasal 25 mengharuskan koperasi mengendalikan risiko secara aktif agar 

tidak terjadi kerugian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pinjaman bukan hanya 

tanggung jawab internal koperasi, tetapi juga bagian dari tata kelola yang diawasi oleh otoritas 

nasional. 

Manfaat pengelolaan pinjaman yang baik sangat luas, baik bagi anggota maupun koperasi 

itu sendiri. Menurut Ropke (2003) dalam Cooperative Economics, pengelolaan pinjaman yang 

efektif mampu menjamin keberlanjutan usaha koperasi, melindungi modal dari kerugian, 

membantu anggota memenuhi kebutuhan keuangan secara aman, serta menciptakan sistem 

keuangan koperasi yang stabil. Secara keseluruhan, pengelolaan pinjaman yang baik berkontribusi 

pada peningkatan kesejahteraan anggota, stabilitas keuangan koperasi, pencegahan kredit macet, 

penguatan struktur permodalan, serta terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel—

semua elemen ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan usaha simpan pinjam dalam jangka panjang. 

   

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena mampu 

menggambarkan secara mendalam kondisi alamiah objek penelitian, membangun hubungan 

langsung antara peneliti dan responden, serta responsif terhadap dinamika lingkungan dan nilai-

nilai yang berkembang di lapangan (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk 

menangkap realitas sosial dalam penerapan sistem pemotongan gaji dan saham di Koperasi 

Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere, termasuk kompleksitas interaksi, 

prosedur administratif, dan kendala operasional yang tidak dapat diukur semata dengan angka. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, 

dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bendahara sebagai narasumber 

utama, menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur untuk memperoleh informasi berdasarkan 
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pengalaman dan pandangan mereka (Moleong, 2017). Observasi dilakukan untuk mencatat secara 

langsung proses pemotongan gaji dan saham, pencatatan transaksi, serta pelaksanaan pembayaran 

pinjaman. Sementara itu, studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti 

laporan keuangan, buku anggota, bukti potongan, dan data kredit macet maupun lancar, guna 

memperkuat validitas temuan lapangan (Creswell dalam Sugara & Suharno, 2018; Sekaran Uma 

dalam Warahmah et al., 2023). 

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip 

oleh  Sugiyono (2017), yang terdiri atas tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi/penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memfokuskan pada 

hal-hal pokok, serta mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan tujuan penelitian 

(Sugiyono dalam Handalilis et al., 2025). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam 

bentuk naratif, tabel, atau matriks untuk mempermudah interpretasi. Kesimpulan ditarik secara 

bertahap selama proses penelitian dan terus diverifikasi hingga data mencapai titik jenuh, yaitu 

ketika tidak lagi ditemukan informasi baru yang signifikan (Laurina et al., 2025).  

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi 

sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber—wawancara, observasi, dan 

dokumen—untuk mengecek konsistensi dan keakuratan temuan (Hazni et al., 2023). Dengan 

pendekatan ini, peneliti mampu menyajikan gambaran holistik dan kredibel mengenai efektivitas, 

kendala, serta upaya perbaikan dalam penerapan sistem pemotongan gaji dan saham, sehingga 

hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki kedalaman analitis yang memadai. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII Maumere merupakan koperasi 

primer yang didirikan pada tanggal 9 Desember 2000 dan secara resmi disahkan oleh Menteri 

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melalui Surat Keputusan Nomor 

13/BH/KDK.24.7/XII/2000. Koperasi ini beranggotakan guru dan karyawan SMKS Yohanes 

XXIII Maumere, dengan jumlah anggota yang terus mengalami peningkatan—dari 90 anggota 
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pada awal tahun 2024 menjadi 85 anggota di akhir tahun tersebut. Sebagai lembaga ekonomi 

rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi ini hadir bukan untuk mengejar 

keuntungan semata, melainkan sebagai wadah bersama dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi 

anggotanya melalui pelayanan yang transparan, terjangkau, dan berkelanjutan. 

Koperasi ini mengelola tiga unit usaha yang saling terintegrasi: (1) Unit Simpan Pinjam, 

yang menjadi tulang punggung layanan keuangan dengan mekanisme pemotongan gaji dan saham; 

(2) Unit Konsumsi, yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota dengan harga 

terjangkau melalui kerja sama dengan toko-toko lokal; dan (3) Unit Produktif, yang menawarkan 

jasa seperti foto dan video. Ketiga unit tersebut tidak hanya berfungsi secara operasional, tetapi 

juga saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang mandiri di lingkungan 

sekolah. Dengan struktur kepengurusan yang jelas—terdiri atas Ketua, Sekretaris I dan II, 

Bendahara, serta Penasehat—serta program kerja yang terstruktur, Koperasi “Maju Terus” mampu 

menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat ikatan sosial di antara anggotanya. 

1. Prosedur Pemotongan Gaji Bagi Anggota Aktif 

Pemotongan gaji bagi anggota aktif di Koperasi Karyawan "Maju Terus" SMKS Yohanes XXIII 

Maumere diterapkan secara otomatis dan sistematis. Proses dimulai ketika anggota mengajukan 

permohonan pinjaman dengan syarat minimal telah menjadi anggota selama tiga bulan dan tidak 

memiliki tunggakan. Setelah permohonan disetujui oleh pengurus, dibuat surat perjanjian 

pinjaman bermaterai Rp10.000 yang secara jelas mencantumkan jumlah pinjaman, besaran cicilan 

bulanan, jangka waktu pelunasan (12–60 kali angsuran tergantung plafon), serta ketentuan bunga 

sebesar 1,30% per bulan dari pokok pinjaman. Setiap awal bulan, Bendahara Koperasi menyusun 

dan mengirim daftar potongan gaji kepada Bendahara Sekolah sebagai pihak yang bertanggung 

jawab atas penggajian karyawan. Pemotongan dilakukan secara otomatis saat proses pembayaran 

gaji, sehingga anggota tidak perlu mengatur pembayaran angsuran secara manual. Dana hasil 

potongan tersebut kemudian disetorkan ke rekening koperasi, dan seluruh transaksi dicatat dalam 
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buku anggota yang menjadi arsip resmi. Sebagai bentuk transparansi dan kontrol partisipatif, 

anggota wajib diperlihatkan buku anggotanya setiap bulan sesuai poin 16 Program Kerja Pengurus, 

sehingga mereka dapat memantau perkembangan pelunasan pinjaman secara langsung. 

Mekanisme ini tidak hanya menjamin kelancaran pembayaran, tetapi juga membangun 

kepercayaan antara anggota dan pengurus koperasi. Sistem ini selaras dengan Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 Pasal 90–92 yang mensyaratkan persetujuan tertulis untuk pemotongan upah, 

serta UU No. 25 Tahun 1992 tentang kewajiban anggota koperasi. Dengan demikian, pemotongan 

gaji berfungsi sebagai disiplin finansial otomatis yang efektif dalam menjaga stabilitas arus kas 

koperasi. 

2. Mekanisme Pemotongan Saham Untuk Anggota Non-Aktif 

Untuk anggota yang tidak lagi aktif—karena pensiun, resign, atau mutasi ke instansi lain—

koperasi menerapkan mekanisme pemotongan saham sebagai pengganti pemotongan gaji. 

"Saham" dalam konteks ini merujuk pada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, 

simpanan wajib khusus, dana solidaritas, dan dana sehat yang telah dikumpulkan selama masa 

keanggotaan. Pemotongan hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua dan 

Penasehat Koperasi, sesuai poin 10 Program Kerja Pengurus, dan selalu diawali dengan 

komunikasi intensif agar anggota memahami bahwa hal ini merupakan konsekuensi logis dari 

kesepakatan pinjaman.  

Secara yuridis, mekanisme ini didukung oleh UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 41–43 dan Permenkop 

UKM No. 15 Tahun 2015 yang memperbolehkan simpanan anggota dijadikan jaminan pinjaman. 

Dalam praktiknya, pemotongan dilakukan secara bertahap sesuai jumlah tunggakan hingga lunas. 

Namun, tantangan utama muncul ketika nilai saham tidak mencukupi untuk menutup sisa 

pinjaman, terutama pada anggota yang mengajukan pinjaman besar dengan masa keanggotaan 

singkat. Meski demikian, pendekatan humanis dan prinsip kekeluargaan mencegah eskalasi 

konflik, sehingga proses penyelesaian tetap berjalan lancar. 

3. Penanganan Pinjaman Bermasalah/Tunggakan 
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Penanganan tunggakan dilakukan secara progresif dan humanis, berlandaskan asas kekeluargaan. 

Langkah pertama adalah pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung—tatap muka, 

telepon, atau pesan singkat—untuk memahami alasan keterlambatan dan mengingatkan 

kewajiban. Jika tunggakan berlanjut lebih dari satu atau dua bulan, koperasi menerapkan sanksi 

administratif berupa pemblokiran pinjaman baru dan penundaan pembagian Sisa Hasil Usaha 

(SHU) hingga kewajiban dilunasi. Sanksi ini sangat efektif karena anggota sangat bergantung pada 

layanan pinjaman koperasi untuk kebutuhan mendesak. 

Untuk anggota non-aktif, koperasi menggunakan pemotongan saham sebagai langkah lanjutan. 

Dalam kasus ekstrem—seperti penolakan kerja sama atau tunggakan besar—masalah dibahas 

dalam rapat pengawas, meski langkah hukum sangat jarang ditempuh. Konteks sosial yang 

homogen, di mana semua anggota saling mengenal dan didominasi nilai moral-religius, menjadi 

pengikat sosial yang kuat. Tekanan sosial dan rasa malu sering kali lebih efektif daripada ancaman 

formal, sehingga tingkat ketaatan tetap tinggi tanpa merusak hubungan interpersonal. 

4. Efektivitas Sistem Dan Tingkat Kredit Macet 

Sistem pemotongan gaji dan saham terbukti sangat efektif dalam menjaga kualitas portofolio 

pinjaman. Selama tiga tahun terakhir (2022–2024), tingkat kredit macet konsisten di bawah 2%, 

jauh lebih rendah dari ambang batas aman nasional sebesar 5%. Capaian ini luar biasa mengingat 

volume pinjaman meningkat signifikan—dari Rp247 juta (2023) menjadi Rp427 juta (2024)—

dengan jumlah peminjam naik dari 20 menjadi 36 orang. Stabilitas ini menunjukkan bahwa 

peningkatan layanan tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian. 

Efektivitas ini didukung oleh kebijakan seleksi ketat: plafon pinjaman dibatasi 3–5 kali simpanan 

anggota, masa keanggotaan minimal tiga bulan, dan larangan memberikan pinjaman baru kepada 

anggota yang masih menunggak. Kombinasi mekanisme otomatis (pemotongan gaji/saham), filter 

administratif di hulu, dan kontrol sosial di hilir menciptakan ekosistem pinjaman yang sehat. 

Pendekatan ini mencerminkan prinsip trust-based credit management, di mana relasi sosial dan 

komitmen moral menjadi fondasi utama, bukan hanya jaminan fisik semata. 
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5. Kendala Dalam Penerapan Sistem Pemotongan 

Kendala utama dalam penerapan sistem ini meliputi keterlambatan penyetoran potongan 

gaji oleh bendahara sekolah, ketidakcukupan saham anggota non-aktif untuk menutup tunggakan, 

serta sistem pencatatan yang masih manual. Keterlambatan penyetoran menyebabkan pencatatan 

pembayaran tidak tepat waktu, mengganggu rekonsiliasi keuangan dan perencanaan arus kas. 

Sementara itu, banyak anggota non-aktif memiliki pinjaman besar tetapi simpanan kecil, sehingga 

saham tidak cukup untuk melunasi sisa kewajiban. 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial, meski jumlahnya masih 

terkendali. Selain itu, pencatatan manual menggunakan buku fisik tanpa dukungan digital—rentan 

kesalahan, lambat dalam verifikasi, dan sulit diaudit. Hal ini mengurangi transparansi dan 

akuntabilitas, terutama saat anggota meminta rekapan historis pinjaman. Kendala-kendala tersebut 

menunjukkan bahwa meskipun sistem secara konseptual efektif, implementasinya masih 

terhambat oleh keterbatasan administratif dan teknis di lapangan. 

6. Penyebab Kendala Dalam Penerapan Sistem Pemotongan Gaji dan Saham 

Penyebab utama, proses administrasi pemotongan gaji masih dilakukan secara manual dan 

sangat bergantung pada jadwal bendahara sekolah. Hal ini menyebabkan penyetoran potongan gaji 

ke rekening koperasi sering mengalami keterlambatan, yang berdampak langsung pada 

ketidaktepatan waktu pencatatan pembayaran pinjaman anggota. Akibatnya, rekonsiliasi keuangan 

koperasi menjadi kurang akurat dan perencanaan arus kas terganggu. Kedua, pada anggota yang 

sudah tidak aktif bekerja—baik karena pensiun, resign, maupun mutasi—jumlah saham atau 

simpanan yang dimiliki sering kali tidak sebanding dengan sisa pinjaman yang masih berjalan. 

Kondisi ini mengakibatkan simpanan anggota tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban 

pinjaman, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi koperasi meskipun 

jumlahnya masih terkendali. Ketiga, keterbatasan tenaga pengelola koperasi serta proses 

pencatatan yang masih membutuhkan penyesuaian secara manual menyebabkan administrasi 

pinjaman memerlukan waktu lebih lama. Pengurus koperasi yang merangkap sebagai guru atau 
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staf sekolah memiliki beban kerja ganda, sehingga fokus dalam mengelola administrasi koperasi 

menjadi terbatas. Hal ini memperlambat proses verifikasi data, pembaruan saldo anggota, dan 

penyusunan laporan keuangan. Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut mencerminkan 

tantangan operasional yang dihadapi koperasi dalam menjaga efisiensi sistem pemotongan gaji 

dan saham. Meskipun sistem ini secara konseptual efektif, implementasinya di lapangan masih 

terhambat oleh faktor administratif, teknis, dan sumber daya manusia yang perlu terus diperbaiki 

secara bertahap. 

 

7. Upaya Perbaikan Yang Telah Dilakukan 

Untuk mengatasi kendala, pengurus telah mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, 

mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan bendahara sekolah untuk menyelaraskan data, 

memperbaiki keterlambatan, dan menyepakati jadwal transfer yang realistis. Kedua, melakukan 

sosialisasi intensif kepada anggota baru saat orientasi, termasuk penyerahan salinan Program Kerja 

Pengurus yang menjelaskan hak dan kewajiban terkait pemotongan saham. Ketiga, menerapkan 

prinsip transparansi dengan wajib menunjukkan buku anggota setiap bulan. 

Keempat, menyusun laporan keuangan kuartalan yang disampaikan kepada Kepala 

Sekolah dan Dinas Koperasi Kabupaten Sikka sebagai bentuk akuntabilitas eksternal. Kelima, 

menerapkan sanksi moral seperti pemblokiran pinjaman baru dan penundaan SHU bagi anggota 

bermasalah. Meskipun belum terdigitalisasi, langkah-langkah ini terbukti efektif dalam menjaga 

keberlanjutan operasional. Komitmen pengurus untuk bertindak dengan sumber daya yang ada—

tanpa menunggu kondisi ideal—menunjukkan adaptasi yang responsif dan berkelanjutan terhadap 

realitas lapangan. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
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1. Sistem pemotongan gaji dan saham di Koperasi Karyawan “Maju Terus” SMKS Yohanes XXIII 

Maumere telah diterapkan secara terstruktur dan efektif dalam pengelolaan pinjaman anggota. 

Prosedur pemotongan gaji bagi anggota aktif berjalan otomatis melalui koordinasi dengan 

bendahara sekolah, sedangkan pemotongan saham diterapkan sebagai jaminan bagi anggota non-

aktif, selaras dengan ketentuan hukum dan prinsip koperasi. 

2. Penanganan pinjaman bermasalah dilakukan secara progresif dan humanis, dimulai dari 

pendekatan persuasif hingga penerapan sanksi administratif seperti pemblokiran pinjaman baru 

dan penundaan SHU. Pendekatan ini didukung oleh lingkungan sosial yang homogen dan nilai 

kekeluargaan yang kuat, sehingga mampu menjaga tingkat kredit macet di bawah 2% per tahun. 

3. Efektivitas sistem terbukti dari peningkatan volume pinjaman (dari Rp247 juta pada 2023 

menjadi Rp427 juta pada 2024) dan stabilitas arus kas, meskipun masih menghadapi kendala 

seperti keterlambatan penyetoran potongan gaji, ketidakcukupan saham anggota non-aktif, 

sistem pencatatan manual, serta kurangnya sosialisasi mekanisme pemotongan kepada anggota 

baru. 

4. Upaya perbaikan yang telah dilakukan—seperti rapat koordinasi bulanan, sosialisasi intensif, 

transparansi melalui buku anggota, pelaporan kuartalan, dan penerapan sanksi moral—telah 

cukup efektif dalam menjaga keberlanjutan operasional dan integritas keuangan koperasi, 

meskipun belum sepenuhnya terdigitalisasi. 

Saran 

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan saran yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Koperasi Karyawan “Maju Terus”, diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi, 

khususnya dalam penerimaan dan pencatatan potongan gaji, serta mempercepat proses 

digitalisasi sistem pencatatan (misalnya melalui Google Sheets atau aplikasi akuntansi 

sederhana) untuk mengurangi risiko kesalahan dan memperkuat transparansi. 

2. Bagi Universitas Nusa Nipa, perlu memperkuat pembekalan mahasiswa sebelum magang, 

terutama dalam hal teknik pengumpulan data kualitatif, analisis sistem keuangan mikro, dan 
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pemahaman tentang tata kelola koperasi, agar mahasiswa lebih siap menghadapi dinamika 

lapangan. 

3. Bagi Mahasiswa Angkatan Berikutnya, diharapkan dapat mempersiapkan diri secara matang—

baik dari segi pengetahuan maupun sikap kerja—serta menjalin komunikasi yang baik dengan 

pihak koperasi, sehingga proses magang dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi 

nyata bagi pengembangan lembaga mitra. 
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